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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menertibkan tempat 

hiburan malam yang tidak memiliki izin yaitu, memberikan pemahaman 

kepada pemilik usaha tersebut dalam hal memberikan edukasi dan 

sosialisasi kepada pengelola usaha hiburan, bekerja sesuai dengan peraturan 

daerah yang berlaku, meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan 

tempat hiburan. 

2. Tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam 

menertibkan tempat hiburan malam tidak berizin yaitu, reaksi dari 

masyarakat sekitar, berbenturan dengan masyarakat yang tidak 

memahami mengenai perizinan, terjadi kerusuhan antara aparat 

satpol pp dengan pemilik tempat hiburan malam karena si pemilik 

tempat hiburan karaoke tersebut tidak terima jika tempatnya 

ditertibkan serta terjadinya kebocoran informasi bahwasanya akan 

dilakukan penertiban. 

B. Saran 

1. Pemerintah Kota Padang dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan 

proses perizinan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan 

ketertiban, sehingga pengusaha lebih termotivasi untuk mengurus izin dan 

menghindari praktik ilegal. 
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2. Satpol PP perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan 

penertiban tempat hiburan malam yang tidak berizin. Penyuluhan kepada 

masyarakat mengenai peran mereka dalam melaporkan tempat hiburan 

yang beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan yang ada akan sangat 

membantu Satpol PP dalam memantau dan menjaga ketertiban umum. 

Masyarakat yang lebih sadar hukum akan menjadi mitra penting dalam 

mendukung penertiban di lapangan. 

3. Pemilik usaha tempat hiburan malam diharapkan untuk lebiah sosialisasi 

akan pentingnya mematuhi peraturan perizinan yang ada. Mereka 

sebaiknya segera mengurus izin usaha secara sah dan transparan. Pemilik 

usaha juga dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dengan Satpol PP 

dan masyarakat untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. 

Selain itu, pemilik usaha juga dapat menyediakan fasilitas yang 

mendukung keamanan dan kenyamanan pengunjung, serta mematuhi 

ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

4. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung penertiban dengan 

melaporkan tempat hiburan malam yang beroperasi tanpa izin kepada 

pihak berwenang. Pendidikan tentang pentingnya keberadaan izin usaha 

dan dampak negatif dari tempat hiburan ilegal perlu disosialisasikan lebih 

luas, agar masyarakat memahami bahwa tindakan tersebut tidak hanya 

melanggar hukum, tetapi juga dapat membahayakan kenyamanan dan 

ketertiban di lingkungan sekitar. Partisipasi aktif masyarakat dalam 

pengawasan akan mempermudah tindakan penertiban yang lebih efektif. 
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